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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak 
Sarang Burung Walet. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif yang artinya penelitian bersifat mengemukakan fakta. Sedang teknik 
analisa data yaitu menganalisa data secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Teknik untuk memperoleh data menggunakan wawancara terhadap narasumber 
atau informan yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan. Selain itu, data 
diperoleh pula dari studi dokumentasi melalui laporan, disamping itu juga melalui 
pengamatan langsung. Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010, 
adalah implementasi kebijakan berupa target atau realisasi dan upaya pemerintah 
daerah serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan 
tersebut. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa problem utama 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 
adalah kurang lengkapnya pendataan bangunan sarang burung walet, lemahnya 
sosialisasi, serta masih kurangnya kesadaran para pengusaha untuk membayar 
pajak. Penelitian ini menggambarkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 masih belum efektif. Temuan 
penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dan Faktor-faktor pendukung 
dan penghambat Implementasi masih menjadi kelemahan yang harus dibenahi 
oleh Pemerintah Daerah ke depan. 
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